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the step you take, so make the friendship bracelets take the moment and
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ABSTRAK

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN
KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NAJWA RINANDA

502020063

Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari
oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya
menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan
perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan
diterbitkannya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
yang telah di Ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak
Anak). Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan
mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan penerapan
konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum dalam RUU SPP Anak serta faktor-faktor yang menjadi
hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik
dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan
penelitian yuridis empiris yang didukung dengan penelitian lapangan yang
dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis
data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan
data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh kesimpulan
bahwa sampai saat ini dengan instrumen nasional yang ada mengenai anak
yang berkonflik dengan hukum, tidak ada satu aturan pun yang memberi
wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsep diversi terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum, wewenang diversi oleh Jaksa bisa
terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukan Rancangan Undang-
undang masih terdapat hambatan-hambatan yang akan tidak
memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : Jaksa, Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum.
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ABSTRACT

THE ROLE OF PROSECUTORS IN APPLYING
CONCEPT OF DIVERSION FOR CHILDREN IN
CONFLICT WITH THE LAW

NAJWA RINANDA

502020063

Children as young generation has strategic role that guarantees the
sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by
the international community with the appearance of a convention which is
emphasizing the position of a child as human beings who should get the
protection of their rights . It is marked by convention of children 's rights
(publication of the convention on the rights of the child) which has the
ratification through the decision of the president number 36 1990 about the
ratification of the convention on the rights of the child (the children 's
rights) .With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of
diversion against children conflict with the law can be assessed on how the
application of diversion concept conducted by a prosecutor against children
in conflict with the law in indonesia and the application of diversion concept
is carried out by a prosecutor against children conflict with the law in the
draft law criminal justice system of the child and the factors which become
an barriers by the prosecutor in the settlement of children in conflict with the
law matters by applying diversion. This research using research judicial
empirise supported by field research conducted by way of doing an
interview with an informer , analysis of data used is data qualitative analysis
by the method of primary and secondary. As for research result obtained
conclusion that until recently with an instrument of the national conflict
with the law , no one rule anything that gives authority to the prosecutor to
apply a draft diversion against children conflict with the law, diversion
authorized by the Attorney could work if they have been ratified and
implemented the Draft Law Children Criminal Justice System. there are
constraints that would not maximize the handling of children who are
dealing with the law is understanding of the law.

Keywords: Prosecutor, Diversion, Children in conflict with the law.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintah Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar
1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan
semata. Walaupun dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-
Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan Negara
hukum tersebut maka hal yang paling penting dalam konsep Negara tersebut
adalah persamaan perlakuan di hadapan hukum yang mengandung pengetian
bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan
perlindungan yang adil serta sama dihadapan hukum." Indonesia sebagai Negara
hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi
oleh seluruh warga Negara dan pemeritah. Hukum menjadi landasan bagi
tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga,

maupun pemerintah.

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang
peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional.
Penegakan hukum sendiri juga bisa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan

terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman,

! Jimly Asshddigie, “Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan
Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”.



dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan
kegiatan permasyarakatan kembali ( reorientasi )?. Penegakan hukum ( law
enforcement ) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan
sekaligus nilai-nilai yang ada didalam norma tersebut.® Penegakan hukum bukan
hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam
peraturan perundang-undangan tetapi berbicara mengenai banyak faktor antara
lain perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan,
korban kejahatan, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim serta petugas

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.’

kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di
Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan.
Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan
kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Secara khusus,
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan
negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya

instansi pelaksana putusan pidana atau executive ambtennar.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam
suatu masyarakat untuk menangggulangi masalah kejahatan, yang dimaksud

menanggulangi disini yaitu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada

2 Ibid. him.18

% Muladi, Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak
Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, him. 69.

* Barda Nawawi Arief, Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah dan
Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, him.20.



dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila
sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban
kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang

pengadilan dan diputus bersalah serta mendapatkan hukuman.’

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam Kkehidupan
masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam
kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan
lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak
pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan Negara, bangsa,
masyarakat ataupun keluarganya, oleh karena itu kondisinya sebagai anak maka
diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

baik fisik maupun rohani nya.

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam
konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan :
“pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat (2) (amandemen ke-2, 18
Agustus 2020) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi »

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan

yang cepat, kemajuan ilmu pengentahuan dan teknologi, serta perubahan cara

dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang

® Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta:
Universitas Indonesia, 1997, him.84.

6 Kusumaningrum,Santi.(2008). Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan
dengan Hukum http://SantiKusumaningrum-diversion-guidelines adopted-from-chris-report.pdf



mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai
dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh anak, antara lain disebakan oleh faktor pendorong dari luar
diri anak tersebut. Prinsip perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan
Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the Rights of the Child ) sebagaimana
telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan presiden
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.
Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh
seluruh unsur Negara kita ’. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan
dari segala aspek mulai dari pembinaan pada keluarga, control sosial terhadap
pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang

baik yang dibuat oleh suatu Negara.

Anak- anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan
melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum
(ABH). Terhadap perbuatan yang dilakukan ABH tersebut dapat dijatuhkan
hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar
perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam
pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik

dengan Hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, diantara

"Referensi.Elsam.or.id/2014/10/keputusan-presiden-nomor-36-tahun-1990-tentang-
pengesahan-convention-on-the-rights-of-the-child-konvensi-tentang-hak-hak-anak/



pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan Anak yang Berkonflik dengan
Hukum (ABH) untuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang mana
hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara., kurungan, dan tindakan berupa
penyerahan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan
kerja. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) seperti yang diamanatkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun apabila dalam suatu daerah
belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan anak, maka penempatan ABH ini akan

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa.

Sebagai contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah
satunya tindak pidana Barang siapa yang tanpa hak membawa, menyimpan,
memiliki senjata penikam atau senjata penusuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Darurat No. 12 Tahun 1951.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan
formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil
menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang
proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak menjadi

professional dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak
pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan
cara pengalihan (Diversi). Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara

anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan



diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan
perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya
pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat
dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak
sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku
kejahatan yang penanganannya dialihkan diluar jalur sistem peradilan pidana
anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat

keperdataan atau administrasif.?

Pelaksanaan diversi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku,
masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam menyukseskan konsep ini sendiri.
Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna
untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam
administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah
maupun vonis hukuman. Keluarnya PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mensyaratkan
adanya upaya diversi di dalam menyelesaikan perkara pidana anak (Djamil,

2017).°

Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan menyusun
sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PERANAN

KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI

8 Adi, K. (2009). Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika
oleh anak. Umm Press.
% Djamil, N. (2017). Anak Bukan untuk dihukum. Sinar Grafika.



TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( Studi

kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang ).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

rumusan masalahnya ialah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimakah Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap
Anak yang berhadapan dengan hukum ?

2. Apa saja faktor yang menjadi Hambatan bagi Jaksa dalam menyelesaikan
Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan

Kebijakan Diversi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya akan difokuskan kepada hal-hal yang
berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peranan kejaksaan
dalam penerapan kebijakan diversi. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian
ini hanya terbatas pada penerapan kebijakan diversi di Kejaksaan Negeri

Palembang. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Jaksa dalam penerapan kebijakan
diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri
Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan factor yang menjadi Hambatan bagi

Jaksa dalam menyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum



dengan menggunakan kebijakan diversi.

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual ialah introduksi kerangka yang dijadikan sebagai
asas berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau disebut juga untuk
mendiskripsikan kerangka referensi ataupun kerangka yang digunakan untuk
mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan
beberapa yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas

di dalam skripsi ini. Kerangka tersebut berfungsi untuk memberikan jawaban

atas permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam uraian dibawah ini yang akan

dikemukakan penjelasan dan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagali
berikut:

1. Peranan Kejaksaan menurut Prof. Asep menjelaskan bahwa kejaksaan
merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman. Di satu sisi, kejaksaan masuk ke ranah yudikatif yang
melaksanakan penuntutan kepada terdakwa berdasarkan pelanggaran yang
dilakukan. Namun di sisi lain, kejaksaan juga melaksanakan fungsi eksekutif

yang mewakili pemerintah dan institusi pemerintahan.°

2. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga
melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian
damai antara anak yang melakukan tindak pidana dengan korban yang

difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan

Adi Permana, 2022, https://itb.ac.id/news/read/58892/home/studium-generale-itb-peran-
kejaksaan-dalam-penegakan-hukum-dan-pembangunan-nasional



anak, polisi, jaksa atau hakim. Proses diversi mengupayakan penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/
korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan

bukan pembalasan.™*

3. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang
Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga
merupakan makhluk yang memiliki potensi untuk belajar, berkembang, dan

tumbuh secara optimal jika mendapatkan perlindungan yang tepat. **

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau
anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung
dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak

pidana.

E. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam

penelitian iniialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian

""" Nuna nana,2018,klikhukum.id/ diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak/
12 Pengertian anak, https://www.menurut.id/pengertian-anak-menurut-uu, diakses pada
20 september 2023


https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia
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yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian
hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam antrian yang nyata atau
dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukukm di masyarakat,
yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jeni pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati
terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. *3
2. Pendekatan Penelitian
Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum
adalah:
a) Pendekatan undang-undang (statue approach)
Pendekatan ini menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang
digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.
b) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan sangat penting sebab
pemahaman terhadap teori/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika
menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. **

c) Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach), yaitu metode riset yang

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, hlm. 32.
4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2009, hlm.23.
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menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk
meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai
aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara
sistematis. Metode pendekatan-pendekatan ini adalah dasar hukum yang
digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori-teori
dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan
mengenai jenis bahan sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah
Penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a) Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dilokasi
penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu aparat
kepolisian di bagian Reserse Kriminal dan akademis yang berkaitan dengan
penelitian.

b) Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat, yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.
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2. Bahan Hukum Sekunder, yakni terdiri dari bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-
skripsi, surat kabar, artikel internet,hasil-hasil penelitian, pendapat para
ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung memecahkan masalah
yang akan di teliti di penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan
hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
meliputi:

1)  Ensiklopedia
2)  Indeks Komulatif
3)  Dan seterusnya.
4. Alat Pengumpulan Data
a . Studi Kepustakaan
Mencari dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan Peranan Kejaksaan Dalam Penerapan
Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

(melalui Jurnal, Artikel, Buku, makalah, penelitian dan lain sebagainya ).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk melengkapi dan menunjang data
sekunder diperlukan data primer melalui penelitian lapangan, terutama

pengalaman-pengalaman jaksa dalam melaksanakan tugasnya yang
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dilakukan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang.

c. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu Tanya jawab
penulis dengan Responden yang terkait dengan pertanyaan yang akan

diajukan oleh penulis.

5. Analisis Data Penelitian

Terhadap bahan yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan fakta,
kemudian bahan tersebut dikumpulkan, diolah dan dihubungkan satu
dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis
dengan menggunakan metode interprestasi atau penafsiran dapat
diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan
menjadi mengerti dan membuat menjadi kalimat yang teratur, logis,
Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis
yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam
terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak dalam media, setelah
semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, penarikan
secara deduktif adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan
kebalikan penalaran induktif. Konsep pemikiran seperti ini, beranjak dari
pernyataan yang bersifat umum kemudian pernyataan yang bersifat

khusus.
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F. Sistematika Penulisan
Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi
pembahasan kedalam 4 (empat) bab, yang mana pada setiap bab akan
dijabarkan pokok-pokok permasalahannya secara tersendiri. Tetapi, di dalam
konteks yang tetap saling berkesinambungan sama lain. Berikut ini

merupakan pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan

Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang Tinjauan
Umum Tentang Kejaksaan, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan
Umum Tentang Diversi, Dan Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

BAB Il : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai peran jaksa dalam penerapan kebijakan
diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan factor yang
menjadi Hambatan bagi Jaksa dalam menyelesaikan Perkara Anak yang

berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Kebijakan Diversi.

BAB IV : PENUTUP

mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas
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